ANALISIS RENDAHNYA INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE INDEX) PROVINSI BENGKULU by Sunaryanto, Hery
1
2
3ANALISIS RENDAHNYA INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE
INDEX ) PROVINSI BENGKULU
Heri Sunaryanto, M.A.,Ph.D
ABSTRACT
The background of the present study is due to the fact that the governance index of
Bengkulu province was very low compared to the index of other provinces in Indonesia as a
whole. With regard to this phenomenon, the aims of the study are to analyze
comprehensively and give a better description toward some determinants behind the index
and further more, to identify which arena that contributed significantly toward the low index
of Bengkulu’governance. The method used is descriptive analytic by using secondary and
primary data. Both of the data used to determine the paramater regarding to the principle of
governance such as, effectivity, effisiency, transparancy, accuntability, fairness, and
participation. All these principles will be used to measure the role of goverment,
beaurocracy, bussiness community, and civil society as an arena of governance
institutions. The result of the study pointed out that both goverment and beaurocracy arena
had serius problem with transparancy, effectivity and, fairness principle of governance. The
low score of these principles had contributed significantly toward the low indexs of the
Bengkulu’governance. While arena of civil society and bussiness community were
relatively no problem in any aspek of the governance’s principles. This fenomenon was
retively quite same for all provinces in  Indonesia.
1. Pendahuluan
Isu Good Governance telah menjadi diskursus belakangan ini seiring maraknya
praktek korupsi dikalangan pejabat publik di Indonesia. Tata Kelola Pemerintahan
yang buruk (bad-governance) ditengarahi sebagai sumber yang menyebabkan
praktek korupsi berkembang subur di negri tercinta ini. Guna menilai apakah
penyelenggaraan tata kelola sebuah pemerintahan telah berjalan dengan baik atau
buruk, maka lembaga Kemitraan Indonesia (Indonesia Partnership) bekerja sama
dengan UNDP mencoba menyusun parameter untuk menilai penyelenggaraan
pemerintahan yang disebut dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia
(Indonesia Governance Index). Hasil Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia
2013 yang dikeluarkan oleh Kemitraan Indonesia menunjukan bahwa Indeks Tata
Kelola Pemerintahan Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke 30 dari 33 provinsi se
Indonesia. Hasil ini sangat mengejutkan berbagai pihak mengingat dari perspektif
pembangunan, wilayah Barat Indonesia dianggap lebih baik dibanding dengan
provinsi yang berada di ujung Timur Indonesia. Realitas sosial ini memicu diskusi
dan spekulasi dikalangan akdemisi maupun masyarakat yang mengerucut pada dua
kubu pendapat bahwa memang seperti itulah potret tata kelola pemerintahan di
Bengkulu pada satu sisi, pada sisi lain ada yang berpendapat bahwa itu tidak benar
termasuk kubu pemerintah sendiri yang tidak memberikan respon layaknya
pemerintah daerah provinsi lain. Yang terakhir didasarkan fakta bahwa Pemerintah
Provinsi Bengkulu mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil
pemeriksaan keuangan.
Penelitian ini ingin memberikan analisis faktor-faktor apa saja dibalik rendahnya
indeks tata kelola pemerintahan Bengkulu dan pilar/arena good governance yang
mana yang menyumbang tinggi secara signifikan terhadap rendahnya indeks tata
kelola tersebut. Selanjutnya kajian ini dapat digunakan sebagai koreksi guna
perbaikan tata kelola pemerintahan Bengkulu kedepan seiring dengan telah
dilantiknya anggota DPR yang baru.
2. Strategi Pengumpulan dan Pengolahan Data
4Skor Tata-Kelola Pemerintahan merupakan indek komposit dari beberapa variabel
yang bersumber dari data primer dan data sekunder (data obyektif) dengan
komposisi 50 persen data primer dan 50 persen data sekunder (obyektif). Data
primer diperoleh dari persepsi informan terpilih (well informed person) melalui
pertanyaan terstruktur dan diskusi kelompok, juga persepsi dan observasi peneliti (uji
akses, dll). Sedangkan data sekunder merupakan dokumen resmi/obyektif yang
bersumber dari APBD, BPS, Perda, LKPJ, RPJMD, RAK dan Catatan Kegiatan
Pemerintah. Melalui berbagai prosedur dan teknik transformasi matematis dan
statistik, ketiga macam data mentah yang berbeda ini diubah menjadi skor mentah
yang seragam untuk semua indikator dengan rentang 1 sampai dengan 10. Skor
setiap indikator tersebut kemudian diagregasi dengan memasukkan setiap bobot
masing-masing indikator untuk menghasilkan indeks.  Bobot setiap indikator
didapatkan dari proses terpisah menggunakan Analytical Hierarchy Procedure. Skor
ini merupakan parameter dari peran institusi strategis yang dalam penelitian ini
disebut dengan arena yaitu, pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat
ekonomi. Selanjutnya setiap arena tata kelola akan diukur menurut prinsip-prinsip
tata kelola yang baik seperti partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi,
efisiensi dan efektifitas. Pada penelitian ini jumlah responden sebanyak 35
responden dengan komposisi sbb. 11 responden dari unsur Birokrat, 5 responden
unsur DPRD, 5 responden dari CSO, 4 responden dari pelaku ekonomi, 5 responden
dari unsur akademisi, 1 responden dari kelompok buruh dan 5 responden dari unsur
wartawan.
3. Perspektif Good Governance
Konsep Good Governance yang umumnya merujuk pada buku David Osborn dalam
“Reinventing Governanment” and “Banishing bureaucracy: the five strategies for
reinventing government” (1997) yang terkenal menganjurkan pentingnya
kewirausahaan birokrasi dalam rangka melakukan efisiensi-efektifitas, telah
mendominasi paradigma tata kelola pemerintahan di Indonesia. Posisi negara
diletakkan sebagai corporate yang tugasnya memaksimalkan keuntungan, tanpa
kewajiban untuk memposisikan rakyat sebagai pemiliki tunggal saham perusahaan.
Terma efisiensi, efektifitas, akuntabel, transparan, partsipatif  yang menjadi kata
kunci untuk menyisir manajemen pemerintah yang selama ini telah menjadi ciri
utama  birokrasi di Indonesia, berhasil menghegemoni mind-set penyelenggara
Negara dalam menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Sebagaimana  paradigma induknya (neo-liberalisme) yang ingin   meletakkan  pasar
sebagai generator utama dalam perubahan,  maka tugas utama negara adalah
membiarkan pasar bekerja dalam regulasinya sendiri (self-regulating), khususnya
dalam memaksimalkan profit.
Seperti kita ketahui Neoliberalisme berakar dari gagasan liberal para filsuf
Inggris seperti Adam Smith (1723), David Ricardo (1772-1823), dan Herbert Spencer
(1820-1903). Smith sering dianggap penemu homo economicus.  Menurutnya   pasar
dianggap sebagai mekanisme otomatis (self-regulating) yang selalu mengarah pada
kesimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga ia menjamin terwujutnya
alokasi sumber daya dengan cara yang paling efisien1. Kemudian teori ini dilengkapi
oleh Recardo dengan “teori keuntungan komparatif”. Menurutnya perdagangan bebas
akan melahirkan situasi yang sama-sama menguntungkan (win-win solution) bagi
semua pihak yang terlibat, sebab perdagangan bebas memungkinkan negara untuk
mengkhususkan diri pada produksi komuditas yang memberikan keuntungan
komparatif . Teori Recardo melahirkan argumen yang sangat kuat menentang
intervensi Negara dalam perdagangan (Streger, 2005).
5Sementara bagi Spencer, ekonomi pasar bebas merupakan bentuk yang paling
beradab dari persaingan antar manusia yang secara alamiah menempatkan “pihak
terkuat” sebagai pemenang. Dengan mengkukuhkan dirinya pendukung industri
kapitalisme awal, ia membatasi tugas Negara hanya untuk melindungi individu dari
agresi internal dan eksternal. Setiap intervensi terhadap kinerja swasta  tak ayal lagi
akan melahirkan stagnasi sosial, korupsi politik, dan terciptanya birokrasi yang gemuk
dan tidak efisien (Streger, 2005: 15).
Untuk melihat secara kritis tentang Good Governance dengan segala seluk-
beluknya, khususnya yang berkaitan dengan agenda besar neo-liberalisme, ada
baiknya memcoba melihat pengalaman negara-negara Afrika,  seperti yang ditulis oleh
Rita Ambrahamsen (2000) dalam bukunya Disciplining Democracy: Development
Discources and Good Governance in Africa.  Pengalaman itu tentu tidak dengan serta
merta akan digunakan untuk mendekontruksi seluruh program good governance,
yang dalam banyak hal telah memberikan kontribusi yang berarti pada penataan
system perintahan di Indonesia.
Menurut,  Ambrahansemsem (2000), agenda good governance, yang lahir
ketika perang dingin usai, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari teknologi
kekuasaan yang bekerja dalam politik international  dan merupakan salah satu cara
yang digunakan negara-negara Utara dalam mengelola dan melegitimasi
keberlangsungan kekuasaan dan hegemoninya atas Negara-negara Selatan. Dalam
wacana yang lebih makro, good governance, sebagai bagian dari projek besar
pembangunan merupakan pembaharuan pendekatan, dan reinventasi sebagai reaksi
atas pendukung dan pengkritiknya yang didasarkan atas kegagalan masa lalu yang
membutuhkan berbagai revisi. Salah satu pergeseran dari persyarakatan-persyaratan
dan penyesuain struktural menjadi penekanan baru pada “kepemilikan” dan
kemitraaan. Agar pembangunan ini dapat berjalan, pendekatan baru ini menekankan
pentingnya pendekatan yang “berbasis pada lokalitas” dan menggeser pendekatan
model “top down” menjadi patisipatif.
Prinsip efisiensi atau efektifitas yang menjadi keharusan untuk menciptakan
good governace, jadinya,  sekedar  sebagai intrument atau tool  untuk
mempermudah negara sebagai instrument pasar dalam memaksimalkan
keuntungannya.  Demikian juga meskipun pelayan publik, anggaran berbasis kinerja
dan proses perencanaan yang partisifatif, dianggap sebagai elemen-elemen
terpenting dalam menegakkan good governance, semuanya masih dalam semangat
konfigurasi corperate social responsibility, yang ujung-ujungnya untuk kepentingan
corporate  itu sendiri. Model pengelolaaan public tetap dalam cengkrama dominasi
pasar. Disini  posisi masyarakat hanya diletakkan sebagai pelanggan yang perlu
dilayani dalam memperoleh  hak-haknya sebagai konsumen dan bukan hak-haknya
sebagai pemilik kedaulatan. Warga Negara tidak sama dengan konsumen, dan
kebebasan tidak boleh disamakan dengan kebebasan untuk menjual dan membeli
dalam ruang pasar. Pasar tidak menciptakan atau mempertaruhkan nilai-nilai etis,
yang mestinya dilegitimasi melalui dialog demokratis dan dipertahankan melalui aksi
public (Gidden, 2000:162).
Dalam wacana good governance, demokrasi muncul dalam kerangka  politik
yang diperlukan demi keberhasilan pembangunan ekonomi dan dalam wacana ini
demokrasi dan liberalisme ekonomi secara konseptual  berkaitan:  pemerintah yang
buruk adalah campur tangan negara, pemerintah yang baik adalah demokrasi dan
liberalism ekonomi atau dalam bahsa staf senior world bank, governance berarti
pemerintahan yang kompeten dan memiliki akuntabilitas yang “didedikasikan pada
kebijakan-kebijakan ekonomi liberal” (Stiglitz, 2007).
Strategi agenda good governance untuk mendukung rakyat melawan negara
adalah untuk memperkuat masyarakat sipil, suatu strategi yang juga terkait erat
6dengan liberalisme ekonomi…Menurut wacana good governance, cara terbaik untuk
memperkuat masyarakat sipil adalah dengan mengurangi peran negara dan
memperluas kekuatan pasar seperti yang disarankan dalam program-program
Penyesuaian struktural. Pemberdayaan dalam bahasa good governance hanya
sekedar mengandung arti  bahwa masyarakat harus “berusaha kemampuan mereka
sendiri” dan pembuat proyek lebih efisien, membuat penyatuan  antara demokrasi dan
liberalisme ekonomi dalam wacana good governance menjadi tampak jelas.
Sebagaimana telah dijelaskan maka dalam menumbuhkan good governance peran
lembaga-lemabaga seperti pemerintah, birokrasi, masyarakat bisnis dan masyarakat
sipil menjadi sangat strategis. Kempat elemen ini sering disebut pilar atau arena tata
kelola (Partnership, 2013).
4. Dinamika Provinsi Terkini
4.1. Kondisi Geografis, Demografis dan Ekonomi
Provinsi Bengkulu terletak disebelah Barat pegunungan Bukit Barisan dan pesisir
Barat pulau Sumatera. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang
1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu
memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Barat sampai ke perbatasan Provinsi
Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.
Pemerintahan Provinsi Bengkulu lahir sejak 1967 dimana pada saat itu Bengkulu
secara resmi berpisah dari Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan). Provinsi Bengkulu
pada awal berdiri terdiri 4 Kabupaten/Kota (Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong,
Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara) dan pada 2003 terjadi pemekaran di 3
(tiga) Kabupaten Induk menjadi 9 Kabupaten/Kota, selanjutnya pada 2008 terjadi 1
pemekaran Kabupaten. Pada saat ini (2012) Provinsi Bengkulu memiliki 10
Kabupaten/Kota (Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan, Kab.
Rejang Lebong, Kab. Muko-Muko, Kab. Lebong, Kab. Kepahyang, Kab. Seluma, Kab.
Kaur, dan yang terkahir Kab. Bengkulu Tengah). Oleh karena itu Bengkulu tergolong
provinsi muda dengan kharakter masyarakat yang mayoritas masih tradisional. Kondisi
tradisional ini terlihat dari masih kuatnya interaksi sosial yang berbasis pada ikatan
primordial baik pada tataran hubungan formal maupun informal. Lebih jauh, indikasi
tradisional juga terlihat dimana 58,06 persen bekerja di sektor pertanian (BPS, 2011).
Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi sektor dominan dalam
sumbangannya terhadap PDRB Provinsi, yaitu mencapai 39,90 persen pada 2010.
PDRB Provinsi Bengkulu pada 2010 menurut harga berlaku mencapai 18,04 triliun
rupiah telah mengalami perkembangan sebesar 13,29 persen dibandingkan dengan
PDRB tahun 2009. Tentunya peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan anggran
pembangunan sehingga dapat membiayai program-program strategis yang lebih luas.
Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 berjumlah 1.715.518. dengan angka
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1.6 persen. dan Angka Kelahiran (TFR) 2,5.
Dibandingkan dengan angka LPP dan TFR nasional ( 1,4 persen dan 2,4), LPP dan TFR
di Bengkulu masih relatif lebih tinggi (BPS, 2011). Artinya kebijakan pengendalian
penduduk yang dimotori oleh kantor BKKBN perlu mendapat perhatian yang serius.
Angka kemiskinan di Bengkulu juga cukup memprihatinkan dimana tingkat
kemiskinan di Provinsi Bengkulu menurut hasil Sensus 2010 mencapai 18,69 persen
dimana angka tsb lebih tinggi dari angka rata-rata kemiskinan nasional yang hanya
13,33 persen. Bila dibandingkan dengan target MDG’s 2015 yang hanya 10 persen,
maka pemerintah Provinsi Bengkulu harus kerja ekstra keras dengan mengalokasikan
anggaran untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dalam APBD yang lebih
besar.(BPS, 2011).
4.2. Implikasi Tantangan Tata Kelola Pemerintahan
7Kondisi sosial ekonomi masyarakat Bengkulu sebagai dijelaskan sebelumnya, tentu
saja memiliki implikasi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Kuatnya ikatan
primordial yang merambah domain birokrasi telah berdampak menganggu
profesionalisme perilaku birokrasi pemerintah. Hal ini diperkuat dari hasil workshop para
WIP (Well Informed Person) yang menyatakan bahwa penempatan pejabat birokrasi
tidak mengacu pada jenjang karier dan kapabilitas tapi lebih karena kedekatan dan
pertemanan (kolusi dan nepotisme). Selanjutnya, hal demikian telah menciptakan
kondisi dimana birokrasi menjadi alat pemerintah untuk mengeksekusi kepentingan
kekuasaan dan elite politik pendukung sehingga konflik birokrasi dan pemerintah tidak
terhindarkan karena saling mencurigai.
Masih tingginya angka kelahiran dan kemiskinan di Bengkulu menjadi masalah
strategis yang menganggu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan.
Kondisi ini harus dicermati secara kritis dan mendesak pemerintah untuk lebih
berkomitmen mengalokasikan anggaran pembangunan untuk program pengendalian
penduduk dan pengentasan kemiskinan yang proporsional. Meskipun faktanya, alokasi
anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan
masyarakat masih relatif tidak memadai (hasil perhitungan skornya hanya 1,46 yang
tergolong sangat buruk). Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah masih rendahnya
Pendapatan Asli Daerah yaitu hanya 35,01 persen dari total APBD dan
menggantungkan sebagian besar (59,83 persen) dari dana perimbangan (BPS, 2011).
5.1. Skor Provinsi dan Nasional
Grafik 3.1. Indeks Tata Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Indonesia, 2013
Sumber: Data Primer dan Sekunder diolah, 2013.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa parameter IGI meliputi empat arena yaitu
Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat dan Masyarakat Ekonomi. Setiap arena memiliki enam
prinsip utama meliputi Partisipasi, Fairness, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan
Efektifitas. Grafik 3.1 menunjukan perbandingan antara skor governance Provinsi Bengkulu
dan Indonesia. Secara umum bahwa indeks governance Bengkulu relatif lebih rendah
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8Fakta ini menunjukan bahwa meskipun tata kelola pemerintahan Indonesia secara
keseluruhan tergolong cukup baik, namun di Bengkulu tergolong cenderung buruk.
Lebih jauh, Grafik 3.1 menunjukan bahwa meskipun masing-masing skor di setiap arena
telah menyumbang pada tata kelola pemerintahan yang cenderung buruk di Bengkulu, skor
arena Pemerintah yang nota bene merupakan arena yang krusial menjadi arena utama yang
secara signifikan berkontribusi terhadap buruknya tata kelola pemerintahan di provinsi
Bengkulu , yaitu 3,79. Hanya skor pada arena  Masyarakat yang tergolong cenderung baik
dimana angkanya relatif sama dibanding dengan skor rata-rata nasional, yaitu 6,31
dibanding dengan 6,33.
5.2. Analisa Level Arena
Untuk membandingkan indeks antar arena ada baiknya perlu memahami parameter yang
digunakan untuk menyusun skor. Sebagaimana diketahui bahwa indeks Pemerintah dan
Birokrasi disusun lebeih berdasarkan data obyektif sedangkan indeks arena Masyarakat dan
Masyarakat Ekonomi berdasarkan data persepsi. Atas dasar basis data yang berbeda ini,
maka antara kedua kelompok skor tersebut tidak dapat diperbandingkan. Artinya
membandingkan skor arena Pemerintah dengan skor arena Masyarakat akan bias.
Apabila indeks arena Pemerintah dibandingkan dengan indeks Arena Birokrasi maka sangat
jelas bahwa indeks Pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan indeks Birokrasi.
Fenomena ini juga menjadi fenomena nasional. Sedangkan untuk skor Masyarakat dan
Masyarakat ekonomi baik Bengkulu maupun Indonesia secara keseluruhan angkanya relatif
sama yaitu tergolong cenderung baik. (lihat Grafik 3.1).
5.3. Analisa Prinsip Secara Keseluruhan
Grafik 3.2. menunjukan skor prinsip pada setiap arena tata kelola di provinsi Bengkulu.
Namun demikian sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa arena Pemerintah dan
Birokrasi memiliki basis data yang berbeda dengan arena Masyarakkat dan Masyarakat
ekonomi. Secara kelseluruhan bahwa skor prinsip Birokrasi relatif lebih baik dibandingkan
dengan skor prinsip Pemerintah. Birokrasi di Bengkulu lebih efisien dan adil dibandingkan
dengan denga Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah lebih partisipatif dan effektif
dibandingkan Birokrasi. Sedangkan untuk skor prinsip Masyrakat sipil dan Masyarakat
ekonomi, secara keseluruhan masyarakat sipil memiliki skor yang relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan skor Masyarakat ekonomi.
Grafik 3.2. Skor Prinsip Menurut Arena, 2013
Sumber: Data Primer dan Sekunder diolah, 2013.
5.4. Analisa Prinsip Per Arena
a. Skor Arena Pemerintah
Sebagaimana telah disinggung bahwa skor arena pemerintah merupakan skor yang paling
rendah (3,79) di provinsi Bengkulu dan tergolong buruk dibandingkan dengan rata-rata
nasional (5,67). Masing-masing skor terkait dengan prinsip-prinsip good governance pada
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9dengan Indonesia. Rendahnya skor arena Pemerintah ini disumbang oleh rendahnya skor
prinsip tata kelola pemerintahan khususnya prinsip transparansi dan keadilan,  2,99 dan
3,14 secara berurutan sebagaimana ditunjukan oleh Grafik 3.3. Indikator dominan yang
berhubungan secara signifikan dengan rendahnya skor prinsip tata kelola pemerintahan
tersebut adalah politik anggaran yang dirasakan tidak adil, tidak transparan dan inefisiensi.
Hal ini diperkuat dengan hasil workshop WIP yang menyatakan transparansi dan alokasi
anggaran yang tidak adil khususnya terkait dengan anggaran penanggulangan kemiskinan
dan pemberdayaan perempuan. Lebih jauh, Skor alokasi anggaran APBD untuk
penanganan kemiskinan dan pendidikan yang merupakan aspek krusial di negeri ini  masih
relatif rendah yaitu 1,46 dan 2,46. Dengan skor seperti ini, maka alokasi anggaran terhadap
sektor  pendidikan dan upaya penanggulangan kemiskinan tergolong sangat buruk di
provinsi Bengkulu.
Grafik 3.3 Skor Prinsip Arena Pemerinah, 2013
Sumber: Data Sekunder diolah, 2013.
Pada arena Pemerintah, skor Transparansi merupakan faktor yang berkontribusi secara
significant terhadap rendahnya skor Pemerintah yaitu 2,99 jauh dibandingkan skor yang
sama rata-rata nasional (4,59). Dengan skor tersebut, tingkat transparansi tata-kelola
pemerintahan di Bengkulu tergolong buruk. Sedangkan skor Partisipasi pada arena
Pemerintah merupakan skor tertinggi diantara skor prinsip tata kelola di Bengkulu yaitu 4,99
yang mana tergolong cukup. Tingginya skor Partisipasi dibandingkan dengan skor prisip tata
kelola yang lain disumbang oleh tingginya indek kualitas publik hearing pembahasan
RAPBD yang mencapai angka 6,40. Namun demikian skor partisipasi ini masih jauh relatif
lebih rendah bila dibandingkan skor yang sama untuk rata-rata nasional yaitu 5.87.
b. Skor Arena Birokrasi
Seperti Skor Prinsip arena Pemerintah, pada arena Birokrasi menunjukan phenomena yang
sama dimana skor pada implementasi prinsip-prinsip good governance pada arena ini juga
relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian skor rata-rata secara nasional, 4,55
dibanding dengan 5,78. Artinya birokrasi di provinsi Bengkulu tergolong cenderung buruk.
Secara umum sebagaimana ditunjukan oleh Grafik 3.4 bahwa pola yang ditunjukan oleh
skor prinsip-prinsip Birokrasi baik di Bengkulu maupun Indonesia secara keseluruhan relatif
sama. Aspek transparansi dan efektivitas  masih menjadi masalah pokok yang ditunjukan
dengan skor yang relatif rendah dibandingkan skor prinsip tata kelola lainnya. Skor
transparansi dan efektifitas pada arena Birokrasi di Bengkulu adalah 3,50 dan 3,88,
sedangkan skor rata-rata transparansi dan efektifitas pada arena yang sama di Indonesia
adalah 5,04 dan 5,38. Namun demikian, skor partisipasi dan keadilan (fairness) di Bengkulu
relatif lebih baik dibandingkan skor yang sama rata-rata nasional sebagaimana ditunjukan

























tingginya skor Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di bidang kesehatan ,
pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang mencapai angka 8,20 atau tergolong baik
dan tingginya skor Kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis yang mencapai 7,72 atau
baik. Kedua ideks tersebut relatif lebih tinggi dari skor yang sama untuk Indonesia secara
keseluruhan.
Grafik 3.4 Skor Prinsip Arena Birokrasi, 2013
Sumber: Data Sekunder diolah, 2013
Seperti pada arena Pemerintah, pada arena Birokrasi skor Transparansi menjadi aspek
yang dominan dalam menyumbangkan rendahnya skor arena Birokrasi yaitu 3,5 yang mana
tergolong buruk dan jauh dibawah rata-rata nasional pada skor yang sama (5,5).
Nampaknya aspek  transparansi menjadi masalah yang krusial baik pada arena Birokrasi
maupun Pemerintah dalam  tata kelola pemerintahan di provinsi Bengkulu. Rendahnya
transparansi ini disumbang oleh sulitnya publik untuk akses terhadap dokumen regulasi dan
keuangan di SKPD-SKPD. Sebaliknya, skor efisiensi merupakan skor tertinggi pada arena
Birokrasi di Bengkulu yaitu 5,77 yang mana tergolong cukup. Namun demikian bila
dibandingkan dengan rata-rata nasional skor efisiensi ini masih jauh lebih rendah yaitu 5,77
dibandingkan dengan 7,23. Tingginya skor efisiensi ini disumbang oleh tingginya skor rasio
Belanja Aparatur di DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap realisasi PAD
(8,12)  dan pelayanan yang mudah untuk izin pengurusan investasi (7,00)
c. Skor Arena Masyarakat
Berbeda dengan arena yang lain, skor arena Masyarakat di Bengkulu relatif lebih baik
dimana angkannya relatif sama dengan skor rata-rata nasional, 6,31 dibanding dengan 6,33
(lihat Grafik 3.1). Artinya tata kelola pada arena Masyarakat baik di Bengkulu maupun di
Indonesia secara keseluruhan tergolong cenderung baik. Selanjutnya, Grafik 3.5
menunjukan bahwa skor keadilan, akuntabilitas, dan transparansi arena Masyarakat di
Bengkulu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata nasional pada prinsip yang
sama. Sebaliknya skor efisiensi pada arena Masyarakat menyumbang secara signifikan
turunnya skor secara keseluruhan di Bengkulu dimana angkanya jauh dibawah rata-rata























Grafik 3.5. Skor Prinsip Arena Masyarakat, 2013
Sumber: Data Primer diolah, 2013
Pada arena Masyarakat sebagaimana ditunjukan oleh Grapik 3.5, justru skor efisiensi
menjadi masalah karena merupakani skor dengan angka terendah pada arena ini, yaitu
5,64. Sedangkan skor prinsip tata kelola lainnya menunjukan angka yang sama yaitu 6,4.
Namun demikian skor pada arena Masyarakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya
merupakan indek arena tertinggi di provinsi Bengkulu dan tergolong cenderung baik. Skor ini
menegaskan bahwa tata kelola untuk kelompok masyarakat relatif lebih baik dibandingkan
kelompok lainnya (arena lainnya).  Rendahnya skor efisiensi ini disumbang oleh rendahnya
skor koordinasi antar OMS dalam kegiatan advokasi dan monitoring, yaitu 4,60 dimana
tergolong cenderung buruk.
d. Skor Arena Mayarakat Ekonomi
Grafik 3.6. menunjukan Skor arena Masyarakat Ekonomi. Pada arena ini baik di Bengkulu
maupun Indonesia secara keseluruhan memiliki pola yang relatif sama dan tergolong cukup
(diatas 5, lihat Grafik 3.1). Baik di Bengkulu maupun Indonesia, skor partisipasi dan
akuntabilitas menyumbang angka yang paling tinggi dibandingkan dengan skor lainnya.
Inskor transparansi dan efisiensi (4,6) merupakan skor terendah pada arena Masyarakat
Ekonomi di Bengkulu, sedangkan skor efektivitas (4,95) menjadi skor terendah pada arena
yang sama di Indonesia.
Grafik 3.6. Skor Prinsip Arena Masyarakat Ekonomi, 2013
Sumber: Data primer diolah, 2013
Kondisi arena Masyarakat Ekonomi relatif sama secara nasional dimana skor pada arena ini


































berurutan. Skor efisiensi merupakan skor terendah (4,60) dan skor Akuntabilitas merupakan
skor tertinggi (5,66). Skor Akuntabilitas tidak saja menjadi skor tertinggi pada arena
Masyarakat Ekonomi di Bengkulu tetapi juga skor tertinggi pada arena yang sama secara
nasional (6,18). Lebih jauh, Rendahnya skor efisiensi ini disumbang secara signifikan oleh
rendahnya skor koordinasi antar asosiasi usaha dalam perumusan kebijakan pembangunan
daerah (4,60). Sedangkan tingginya skor Akuntabilitas disumbang oleh tingginya skor
kepatuhan sektor usaha dalam membayar pajak dan aturan dan prosedur pelaksanaan
usaha (6,40)
3.5. Analisa Indikator
Dari  indikator-indikator yang menjadi parameter untuk menentukan skor Arena maupun
Prinsip, ada beberapa indikator yang kontradiksi bila dikritisi keberadaannya. Tabel 1.
Memberi informasi beberapa indikator yang memiliki skor sangat tinggi dan sangat rendah.
Indikator yang berhubungan dengan” Pelembagaan Upaya Perlindungan dan
Pemberdayaan Perempuan “ mencapai skor sempurna (10) jauh diatas skor rata-rata
nasional sebesar 8,5 yang artinya baik sekali. Angka ini tidak mengejutkan karena institusi-
instusi yang bergerak untuk urusan perempuan memang eksis dan didukung oleh regulasi
yang jelas. Di bidang pemerintah formal ada institusi yang secara resmi berhubungan
dengan pemberdayaan perempuan setingkat Badan/Dinas, sedangkan pada wilayah publik
Ormas dan LSM yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan juga cukup banyak
seperti Dharma Wanita, Majelis Taklim, Fatayat NU, Aisiyah, Koalisi Perempuan Indonesia,
PKK, dan WCC (Women Crisis Centre).
Akan tetapi pada indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan yaitu “ Kualitas
Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender di Provinsi” sangat rendah yaitu 1,00 jauh
dibawah skor rata-rata nasional (5,09). Fakta ini menegaskan bahwa penguatan
pelembagaan penguatan perlindungan perempuan tidak diikuti dengan upaya penguatan
sumberdaya baik dalam sisisi kualitas maupun support pendanaan. Permasalahan ini
sempat mencuat pada workshop yang disampaikan oleh perwakilan LSM perempuan (WCC)
bahwa sangat kecilnya alokasi anggaran APBD untuk pemberdayaan perempuan.
Kontradiksi juga terjadi pada indikator lain bahwa Skor untuk indikator “Unit Pelayanan
Pengaduan Masyarakat di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pengentasan Kemiskinan”
sangat tinggi, yaitu 8,20 jauh lebih tinggi dari skor rata-rata nasional yang hanya 3,40.
Artinya keterlibatan masyarakat Bengkulu untuk menyalurkan aspirasi terkait permasalahan
kesehatan, pendidikan dan kemiskinan yang merupakan unsur utama Skor Pembangunan
Manusia (IPM) sangat tinggi. Sayangnya, tingginya skor tersebut tidak diikuti oleh alokasi
anggaran APBD untuk ketiga sektor tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran
perkapita untuk sektor kesehatan sebesar Rp. 56,823, 70,-; sedangkan untuk sektor
pendidikan sebesar Rp. 158,523,95,-. Anggaran perkapita untuk pengentasan kemiskinan
masih relatif kecil bila dibandingkan dengan provinsi Jambi yang lahir bersamaan dengan
provinsi Bengkulu, Rp.106,933,92,- (Jambi) dibanding dengan hanya Rp.38,473,09,-
(Bengkulu). Artinya akomodasi terhadap keinginan masyarakat hanya sebatas dokumen tapi
tidak pada tataran implementasi. Sebagaimana diketahui bahwa skor anggaran APBD untuk
penanganan kemiskinan perkapita hanya sebesar 1,46 jauh dibawah rata-rata nasional
(3,91). Faktanya, tingkat kemiskinan penduduk Bengkulu lebih tinggi dari tingkat kemiskinan
rata-rata nasional, yaitu 18,69 persen dibandingkan dengan 13,33 persen (Sensus
Penduduk, 2010).









Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang
kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan
8,20 3,40
Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan
perkapita (disesuaikan dengan skor kemahalan
konstruksi)
1,46 3,91
Kualitas Kelompok Kerja Pengarusutama-an Gender di
Provinsi
1,00 5,09
Sumber: APBD Provinsi, 2013
6. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari diskripsi dan analisis skor tata kelola pemerintahan di Bengkulu yang meliputi empat
arena, enam prinsip dan beberapa indikator dapat disimpulkan bahwa (1) secara umum
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) di provinsi Bengkulu
tergolong cenderung buruk yang ditunjukan dengan skor secara keseluruhan sebesar 4,46.
Faktor penyumbang terbesar terhadap rendahnya skor tata kelola pemerintahan tersebut
adalah rendahnya skor arena Pemerintah dan Birokrasi yang nota bene menjadi arena
utama tata kelola pemerintahan. Sungguh, fenomena ini merupakan fenomena nasional
yang terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia. (2) Lebih jauh, Prinsip Partisipasi
menjadi prinsip yang skornya relatif lebih baik dibandingkan dengan yang lain meskipun
keadaanya masih cukup jauh dari yang diharapkan, sedangkan prinsip transparansi menjadi
masalah khususnya pada arena Pemerintah dan Birokrasi. (3). Transparansi yang dimaksud
adalah terkait erat dengan kemudahan untuk akses terhadap dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan anggaran dan keuangan.
Dari diskusi antar arena dalam menyikapi berbagai kelemahan terkait dengan
tatakelola pemerintahan yang baik di provinsi Bengkulu dan berdasarkan hasil diskusi pada
workshop yang telah dilakukan, maka beberapa langkah-langkah perbaikan yang
mendesak untuk dilakukan adalah:
1. Melakukan penguatan arena Pemerintah dan Birokrasi pada aspek keterlibatan
stakeholders lain dalam perencanaan pembangunan dengan mengakomodasi
berbagai usulan program pembangunan dari masyarakat, membangun sistem public
hearing yang lebih terstruktur dan berkualitas dengan mengedepankan visi dan misi
pembangunan  yang disusun dan diorientasikan kepada isu-isu dan kepentingan
strategis masyarakat dan bukan Visi dan Misi yang disusun atas kepentingan
kandidat.
2. Meningkatkan alokasi anggaran APBD pada sektor yang mendukung peningkatan
Skor Pembangunan Manusia (IPM) khususnya anggaran pendidikan, kesehatan dan
pengentasan kemiskinan masyarakat.
3. Meningkatkan akses kontrol dengan menegakkan dan mengefektifkan aturan dan
regulasi yang sudah ada tanpa ada toleransi (merubah birokrasi personal menjadi
birokrasi profesional). Selanjutnya menciptakan regulasi yang jelas yang mengatur
semua stakeholders dalam menjalankan dan mengawasi praktek good governance
di provinsi Bengkulu.
4. Menumbuhkan kesadaran publik atas hak dan kewajibannya terhadap perencanaan
dan kontrol program-program pembangunan.
5. Membangun media sebagai ajang berdiskusi dan transparansi guna membangun
rasa saling percaya antar arena dalam menjalankan peran masing-masing untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di provinsi Bengkulu.
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